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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara telah dijalankan secara aktif dalam bentuk kegiatan preventif, preemptif, dan represif dalam menangani ancaman terorisme.
2. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi lintas lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi pelanggaran HAM akibat kewenangan yang luas.
3. Upaya peningkatan efektivitas telah dilakukan melalui pelatihan personel, pembenahan SOP, peningkatan peralatan, serta pendekatan masyarakat. Namun, efektivitas masih bergantung pada sinergi antar instansi dan kesadaran publik.

A. Saran
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU No. 5 Tahun 2018 oleh Detasemen Gegana, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Pemerintah dan Kepolisian harus mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan dan perlengkapan taktis Gegana di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah rawan seperti Sumatera Utara.
2. Perlu dibentuk forum koordinasi tetap lintas sektor antara Polri, TNI, BNPT, dan instansi terkait untuk menghindari miskomunikasi dan tumpang tindih dalam penanganan terorisme.
3. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui edukasi, pelatihan keamanan lingkungan, serta pendekatan komunitas agar menjadi bagian dari sistem deteksi dini terhadap potensi radikalisme.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga internal dan eksternal agar prinsip-prinsip negara hukum tetap terjaga dalam upaya penanggulangan terorisme.
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